BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG bt

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANC:GA% 2024

Menimbang .

Mengingat

K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E%::
BUPATI TULUNGAGUNG, Q‘
babwa untuk melaksanakan kete g Pasal 23 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun tfntang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan n Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja @ i PTahun Anggaran 2024,
: 1. Pasal 18 ayat | ang-Undang Dasar Negara Republils

Indonesia T

2. Undang-U Bﬁ}umur 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
rah Kabiipaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
egara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90],

E &imana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2

ftun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
65 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 2730};
% 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara |Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004

Nomaor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan HNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (entang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuhlik



16,

12.

13.

2

[ndonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Megara Kepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202 tang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lemb gara
Eepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, mbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 g Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan tahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indon
Tambahan Lembaran Negara Re

ahun 2022 Nomor 4,
nesia Nomaor 6757);

‘ahun 2000 tentang
acrah dan Wakil Kepala
ublik Indonesia Tahun 2000
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah N
kKedudukan Keuangan Kep
Daerah (Lembaran NeggraN\E
Momor 210, Tambahafiyl
Nomor 4028);

Peraturan Pe Nomor 23 Tahun 2005 tentang
F’ﬂngﬂ:}]a&n éw Badan Layanan Umum (Lembaran

ara Rep Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Fepublik Indonesia Nomor 4302,

ﬂeb a te!la_h diubah dengan Peraturan Pemerintah

% Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tah 2012 Nomar 171, Tambahan Lembaran Negara
Publik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bantuan

Reuangan Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndotiesia Nomor 4972}, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177];

Peraturan Pemmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 termtang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Ferwaldlan Ralkyat Daerah (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun EGIQE tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara, ublik
Indonesia Tahun 2019 Nomaor 42); \

16. Peraturan FPemerintah Nomor 37 Tahun 2023 " tentang
Pengelolaan Transfer Daerah (Lembar : a Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahup
Harga Satuan Regional (Lembaran B
Tahun 2020 Nomor 93) sebagdin
Peraturan Presiden Nomor 539
atas Peraturan Presiden o M
Standar Harga Satuan
Indonesia Tahun 20238 Mo

n 2023 tentang Perubahan
33 Tahun 2020 Tentang

12);

; Negeri Nomor 52 Tahun 2012
pelolaan [nvestasi Pemerintah Daerah
, T Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19, Pera Wtbri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
REemampuan RKeuangan Daerah serta
dan Pertanggungiawaban Dana Operaional
egara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

saturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
ntang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan

(b Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah, dan Tertib
\{, Administrasi

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Folitilk  [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informeasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Namor 1114};

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah [Berita Negara HRepublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolagn Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Hancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubmhan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesgia Tahun 2021 Nomor
+31),

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri NMomor 15 Tahun 2023

Indonesia Tahun 2023 Namaor 799);
26, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagun

2020 tentang Pengelolaan Keuangan [Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Nomor 03 Seri
E}; ¢

27. Peraturan Daerah Kabuparten ing Nomor 8 Tahun

2021 tentang Pembento tedangan  (Lembaran

¥labhun 2021 Nomor 5 Sert E);

TULUNGAGUNG

W
\'0\ MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MBRATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,

G

Aturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
adalah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
Bupati adalagh Bupati Tulungagung,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, selanjutmnya
digingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyvar Daerah Kabupaten
Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkal APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung,
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagal penambah
nilai kekayvaan bersih dalam periode tahun anggaran berleenaan.

7. Belanja Daeran adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui

= L s
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sebagal pengurang nilai kekayvaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar lkembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembeali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

AFBD terdini atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
AFBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp, 3,043.625.821.903,00 (tiga triliun
empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus puluh
satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) terdiri atas pendapatan dag%lﬂ.nja
daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: \

s
1. Pendapatan Dasrah Rp. 2.8l -821.903,00
2. Belanja Daerah ~___PRp %225.821.903,00

(Defisit) Rp A600.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah : Q

a. Penetimasn Q\ 030.000.000.000,00

b. Pengeluaran s . 15.400.000.000,00

Pembiayaan Netto Q Rp. 214,600.000.000,00

Sisa Lebih Pembiavasn @ 0N JS Rp. 00
Anggaran Tahun Berkenaan (b

Rp. 0,00

Pendapatan Daerah dire
delapan ratus tiga belas

ratus dua pu l;.\
bersumber dari:

{ sebesar Rp. 2.813.625.821.903,00 (dua triliun
iligr enam ratus dua puluh lima juta delapan
ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang

Pasal 4

(1 itan  Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
canskan sebesar Rp. 592.235.545.608,00 (lima ratus sembilan puluh
dua mibar dua ratus tiga pulub enam juta lima ratus empat puluh lima ribu
enam ratus delapan rupiah), yang terdiri alas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekavaan daecrah vang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 131.397.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus
sembilen puluh tujuh juta rupiah).

(3] Retribusi Daerah sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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direncanakansebesar REp. 18.029.221.500,00 (delapan belas miliar dua puluh
serntnlan juta dua ratus dua puluh satu ribu hma ratus rupiah},

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar REp. 5.9533.571.108,00 (enam miliar
gsembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus
delapan rupiah).

(9) Lain-lain pendapatan asli daerah yvang sah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 435.856.753.000,00 {empat ratus tiga
puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh

tiga rupiah).
Pasal 5 N é
AN

(1} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam uruf b
direncanakan sebesar Rp. 2,221 389 276,295,000 (dua tridiu a ratus dua
puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan j @ a ratus tujuh
puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), ¥ f’ terdiri atas;

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2} Pendapatan transfer pemerintah pusat se g dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Ep. 2.0200965337.000,00 {dua triliun dua
pulubh mliar sembilan ratus enam L@m& juta tiga ratus Hga puluh
tujuh ribu rupiah),

{3} Pendapatan transfer antar dae
b direncanakan sebesar Rpgs

ratus dua puluh tiga juta
sembnlan puluh hma rupi

\'0 | Pasal &

Anggaran Beiarmmmh Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.
3.028.225.82) {figa triliun dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh

lima ju e ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang
F;“pﬁ"l'ﬂﬁi:

ana dimaksud pada ayat (1) huruf
839.295,00 (dua ratus miliar empat
ratus tiga puluh sembilan nbu dua ratus

terdiri a

C: ja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal ¥

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.347 825 218 856,00 [dua triliun tiga ratus empat
pulub tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas
ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) vang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;



(2]

(3]

(4

(3]

(1]

(2]

(3]

(4

(5]

6]

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial,

Belanja pegawsai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
schesar Rp. 1.366.845.087.938,00 (satu triliun tiga ratus enam pulub enam
miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b
direncanakan sebesar Ep. B14.304 684 918,00 (delapan ratus empat belas
miliar tiga ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus delapan belas rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf ¢ diremganakan
sebesar Ep. 150.214.371.000,00 (seratus lima puluh miliar dua rg T% pat
belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). \
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayai, (1] hural d

direncanakan sebesar Rp. 16.461.075,000,00 {enam belas empat ratus
enam puluhb satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah].
Paszal 8

Anggaran belamja modal sebagaimana dima dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 259.895.6444 ﬂ a ratus lima puluh sembilan
miliar delapan ratus sembilan pulu a juta enam ratus empat puluh
empat ribu empat puluh tujuh ra terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan d

¢. belanja modal g&dung an;

d. belanja modal j Irigan, dan irigasi;

& belanja modal asze : dan

f. belanja mod IFnnya.
Belanja m ta sebagaimana dimaksud pada avat (1) huref a

direncan sar Rp. 5.205.150.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta
seratus lir ribu rupiah).

Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huﬁ%ﬂnmﬂaﬁm sebesar Rp. 90.157.541.081,00 (sembilan puluh miliar
ma puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu rbu delapan
tu rupiah).
ja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 55.406.205.366,00 (ima puluh lima miliar
empat ratus enam juta dua ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam
rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf d direncanakan sebesar Ep. 97.430.592.600,00 (sembilan puluh
tujuh miliar empat ratus tiga pulub juta lima ratus sembilan puluh dua ribu
enam ratus rupiah).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 11.458.155.000,00 (sebelas miliar empat ratus lima
puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
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[7) Belanja modal aset lainnva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf f
direncanakan sebesar Rp, 238,000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta
rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) vang terdiri
atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1] Anggaran belanja transfer sebapaimana dimaksud dalam FEE‘"}' ul d
direncanakan sebesar Rp. 405.504.959.000.00 [empat ratus lima oiiliar lima

ratus empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu m,ﬁang terdiri
atas:

4. belanja bag hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2] Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pad
sebesar Rp. 13.661.950.000,00 (tiga belas rigli
satu juta sembilan ratus ima puluh by

(3] Belanja bantuan keuangan sebagaiman
direncanakan sebesar Rp. 391.843.0
satu miliar delapan ratus empat @il Hea juta sembilan ribu rupiah).

S

Anggaran Pembiayaan \rahurz Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.

214.600.000.000,00 f&{' s empat belas miliar enam ratus juta rupiah), vang
terdiri atas:

*
a. penerimaa: fvaan: dan
b. pengelu biayaan,

Q Pasal 12
{@g&\'ﬂﬂ penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf a direncanskan sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh
miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan.

{2) Sisa lebih perhitungan angparan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000.000,00
[seratus delapan puluh miliar rupiah).

{3} Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 {lima puluh miliar rupiah).
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Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Ep. 15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat
ratus juta rupiah), vang terdin atas:

4. pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah.

[2] Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Ep, 15.000.000.000,00 [lima belas miliar rupiah).

[3] Penyertaan modal daersh sebagaimana dimaksud pada avat [1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 [empat ratus juta rupiah)

Pasal 14 0\6

[1) Selisih antara angegaran pendapatan daerah dengan anggara amja daerah
mengakibatkan terjadinya (defisit] sebesar (Rp.214.600.000 m (minus dua
ratus empal belas miliar enam ratus juta rupah). %

(2] Pembiayvaan neto vang merupakan selisih penerimas
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar R
ratus empat belas miliar enam ratus juta rupiah ‘

pemayaan terhadap
00.000. 000,00 (dua

Pasal 15:a
(1) Dalam keadszan darurat termasuk mendesal, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran ygmng belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu va -*e.\s dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan ‘ #8han Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggar.

(2] Dalam hal pengelu ¢ mendanan keadaan darurat dilakukan setelah
Perubahan Angg dapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal
Pemerintah D iddk melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Helanja Daer ngeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.

(3) Keadaan : bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ben ., bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

b aan operast pencanan dan pertolongan; dan/atau
g sakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelavanan
lil.
(4]

rluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daersh dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajily,

¢. pengeiuaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksilkan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan /atau

d. pengeluaran dserah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masvarakat.
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Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini terdini dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan;

2. Lampiran [l Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran [l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan erah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Hegiatan‘,\ pole,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; .

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pe an Daerah,
Orpanisasi, Program, Kegiatan Beserta H n Sub Kegiatan

Beserta Keluaran; 2
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah k% Keselarasan dan
i

Keterpaduan Urusan Pemerint dan Fungsi Dalam

6., Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Unte
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada BPJMD dengan Rancangan APBL;

a

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Progr; g '

dan PPAS denga %
robean 4 P

9. Lampiran IX Sikronisasi

Prioritas D
10. Lampiran X Daftar . Pegawai Per Golongan dan Per Jahatan;
11. Lampiran X1 tang Daerah;
12, Lampiran XII D yvertaan Modal Daerah dan Inveatasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran Xl ADaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
erah dan Aset Lain-Lain

14, Lampiran aftar Sub Kegiatan Tahun Jamak {multi vears)
15. Lam Daftar Dana Cadangan; dan
l6. La XV1  Daftar Pinjaman Dacrah

Qo

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendsapatan
dan DBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional

pelaksanaan Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pasal 17

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalem Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung,

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Desember 2023

F1. BUPATI TULLUNGAGUNG,

L 3
HEEU SUSENOD \

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH, Q«
. I, M.Si 0
Pembina Utama Madya

NIP, 19640119 198508 1 003
Lembaran Daerah Kabupaten Tulun

Tahun 2023 Nomor 3 Seri A Q

NOMOR REGISTER PERA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR

236-10,2023 \

>
Diundangkan di Tulungagung QO




